SALINAN
NOMOR 1/C, 2010

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 19
TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA MALANG,

bahwa guna menunjang terwujudnya Program Indonesia
Sehat 2010, Pemerintah Kota Malang perlu membebaskan
retribus untuk Konsultasi, pemeriksaan, diagnostik dan/atau
pemberian obat di Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Puskesmas Kéliling;

. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
perijinan di bidang pelayanan kesehatan sudah tidak boleh
dipungut retribusi;

bahwa besaran retribusi untuk Konsultasi, pemeriksaan,
diagnostik dan/atau pemberian obat di Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Puskesmas Keliling dan perijinan di bidang
pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi
Pelayanan di Bidang Kesehatan sehingga perlu dilakukan
perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang
K esehatan;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-
Timur, JawaTengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa
Y ogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 551);



. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3495);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korups,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3845);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3637);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Malang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29,
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Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3354);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Pengaturan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan  Pemerintahan yang Menjadi  Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
KotaMalang 57);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisas dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Malang 59);



18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Retribusi Pelayanan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah
Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri C Tambahan
Lembaran Daerah Kota Maang 70);

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 19
TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DI
BIDANG KESEHATAN.

Pasal |

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 19
Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2008 Nomor 4, Seri C), sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
”Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran
atas pelayanan di puskesmas/puskesmas pembantu, puskesmas keliling, rumah
bersalin, laboratorium kesehatan dan pusat pelayanan kesehatan olahraga.”

2. Pasal 3 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
”Pasal 3

(1) Obyek Retribuss Pelayanan di Bidang Kesehatan merupakan pelayanan
kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
A. Pelayanan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan
Rumah Bersalin, terdiri dari :
1) Tindakan Medik;
2) Ambulan;
3) Laboratorium;
4) Radiologi;
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5) Pemeriksaan ECC;
6) Pemeriksaan USG.

. Pelayanan Kesehatan olahraga, meliputi :

1) Pemeriksaan kebugaran;

2) Skrening kesehatan untuk pemeriksaan kebugaran;
3) Konsultasi gizi olahraga;

4) Konsultasi psikologi olahraga;

5) Perawatan cedera olahraga;

6) Pemeriksaan osteoporosis;

7) Pemeriksaan spirometri;

8) Program latihan penurunan berat badan;

9) Fitness.

Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan pendaftaran pelayanan
kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta serta
pelayanan kesehatan kepada pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).”

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 5A berbunyi sebagai

berikut :

“Pasal 5A

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemakaian fasilitas dan

tingkat pelayanan kesehatan yang diberikan.”

Pasal 7 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

Besarnyatarif retribusi atas pelayanan kesehatan ditetapkan, sebagai berikut :

A. Pelayanan di

Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Puskesmas Keliling, Rumah Bersalin milik Pemerintah Daerah dan UPT Dinas
Kesehatan

1.

Konsultasi dan Pemeriksaan dengan Dokter Spesialis Rp.
atau dokter gigi spesialis

Jenis-jenis Tindakan Medik

a. Tindakan Medik Ringan, terdiri dari :

1) Insisi abses
2) Tindik dauntelinga

10.000,00

10.000,00
10.000,00



